


husseinrambe1891@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas 

nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ................................................. PEMOHON. 

Terhadap: 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Jalan Marison 

Nomor 7, Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 22537 Selanjutnya 

disebut sebagai ...................................................................................................... TERMOHON. 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan 

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli 

Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 

WIB. 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1)

huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang­

Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Pasal

157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari

Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB (Bukti P-1), sesuai dengan ketentuan Pasal

2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam

perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan "Objek

dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan

ca/on terpilih".



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun

2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan oleh Kornisi Pernilihan Urnurn Kabupaten/Kota.

2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB, maka batas akhir

pengajuan Permohonan adalah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Pukul 23.59

WIB.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rnenurut Pemohon, Perrnohonan Pernohon

diajukan ke Mahkarnah Konstitusi rnasih dalarn tenggang waktu pengajuan

perrnohonan sebagairnan ditentukan dalarn peraturan perundang-undangan.

Ill. KEDUDUKAN HUKUM {LEGAL STANDING) PEMOHON 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nornor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pernerintah Penganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014

Tentang Pernilihan Gubernur, Bupati dan Walikota rnenjadi Undang-Undang dan Pasal

4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

dalarn Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon

dalarn perkara perselisihan hasil pernilihan sebagai berikut:

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau



















Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk 

Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 

Tahun 2024 karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan 

kepada Pemohon dan Telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 

sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian 

Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024. 

16. Bahwa Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor:

356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil

Perbaikan Pasangan Ca Ion Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal

14 September 2024 tidak pernah diajukan oleh pihak manapun untuk dibatalkan

melalui mekanisme Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli

Tengah sehingga berkekuatan hukum untuk dijalankan.

17. Bahwa kemudian sebelum Termohon Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, terlebih dahulu Termohon menerbitkan

Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Bukti P-9)

18. Sahwa didalam Serita Acara Nomor 372/PL.02.2-SA/1201/2/2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun

2024 ditemukan Fakta Hukum yaitu dasar penerbitannya adalah Model BA. Penelitian

Persyaratan-Perbaikan.KWK. Serita Acara Nomor 356/PL.02.2-SA/1201/2/2024

tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Model BA.

Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-

BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September

2024.

19. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian

Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 ditetapkan jumlah suara sah

pengusung Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah

159.545 dimana 22.272 diantaranya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun dalam Berita Acara Nomor

372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan











34. Bahwa Termohon sangat tidak berdaya dengan arogansi yang dimiliki personil Partai

tertentu sehingga untuk menegakkan netralitasnya selama perhelatan Pilkada Tapteng

agar punya marwah sulit untuk diperolah, karena direndahkan bahkan dianggap tidak

punya kekuatan, hal ini dengan Masinton Pasaribu pernah meminta KPU untuk

mengambil alih tugas KPU TAPTENG. Bahwa perlakuan dan prilaku yang kurang terpuji

itu berlanjut sampai pada acara adu gagasan kandidat (debat kandidat) terjadi kisruh

sehingga pengawal Masinton Pasaribu Keluarkan Pistol,- (Bukti P-10.E dan Bukti P-

10.F). Bahwa perilaku arogan dan kurang beretika tersebut terjadi seiring dengan

Tindakan Masinton Pasaribu yang marah-marah kepada person ii Palisi yang seolah-olah 

tidak mampu memberikan rasa adil,- (Bukti P-10.G),-

35. Bahwa Termohon semakin lemah untuk bertindak secara professional karena tidak

mempunyai teman dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang ditentukan oleh

Undang-undang dan aturan hukum yang ada, misalnya BAWASLU sebagai pengawas

dalam pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 lebih memilih sebagai bagian dari

pasangan calon tertentu, karena salah satu komisoner BAWASLU Tapteng adalah

kerabat saudara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (MAMA), banyak

pelanggaran tidak ada menjadi temuan karena "tutup mata"sehingga keadaan ini

diperparah dengan melibatkan anak-anak berkampanye, (Bukti P-10. H, dan Bukti P-

10.i, Bukti P-10.J, Bukti P-10.K, Bukti P-10.L, Bukti P-10.M, Bukti P-10.N, Bukti P-10.O).

36. Oleh karena itu, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasion Nomor urut 2

Masinton Pasaribu - Mahmud Efendi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Tengah Tidak Memenuhi Syarat saat proses pendaftaran sehingga

dinyatakan Diskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah

Tahun 2024.

B. Tentang Keterlibatan Penjabat Bupati, Sekda dan ASN, Kepala Desa se Kabupaten

Tapanuli Tengah yang Menguntungkan salah satu Pasion.

1. Bahwa Pilkada Tapanuli Tengah tidak berjalan secara jujur dan adil karena keterlibatan

Penjabat Bupati Tapanuli Tengah memanggil Ketua DPD PAN dan Golkar Tapteng (lkrar

Dinata Sihombing dan Joner Sihite) Bahas Dukungan ke Pasion Bupati dan Wakil Bupati

Tapteng Tahun 2024. Menurut lkrar Dinata Sihombing Pj. Bupati memanggil mereka

adalah sikap Sugeng sebagai Cawe-cawe dalam mendukung Pasion Nomor Urut 02

(MAMA). Terbukti pada hari pemilihan Pj. Bupati Sidak semua Kecamatan dan TPS yang

didatangi wajib dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 02 (MAMA(, (Bukti P-11

dan Bukti P-11.A)

2. Bahwa Pj. Bupati Tapteng sejak lama diminta untuk di evaluasi oleh masyarakat Tapteng

yang menginginkan Netralitas yang tinggi seluruh ASN, Kepala Desa juga a pa rat penegak





Bukti P-14.C). di Kecamatan Sorkam Barat, desa Sidikalang, terjadi intimidasi terhadap 

pemilih akan diputus bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya apa bila tidak mau 

memenangkan pasangan calon (MAMA), hal ini dilakukan Kepala Lingkungan (RT) 

bernama Parmulaan Saruksuk sebagaimana keterangan Gabriel Bondar penduduk 

dusun II Desa Sidikalang, (Bukti P-14.D), di Kecamatan Sarudik, Kelurahan Pondok Batu, 

Kepala Lingkungan V (lima) Bernama Amraini Pohan melakukan pembujukan kepada 

Pemilih agar memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Masinton Pasaribu 

dan Mahmud Effendi lubis (MAMA), sebagaimana keterangan MASRIANI LUBIS dan 

Yuyun Parlindungan (Bukti P-14.E dan Bukti P-14.F). 

5. Bahwa ajakan Pj. Bupati untuk mensukseskan Pilkada Tapteng dimulai dari keterlibatan

Para Kepala Desa diduga juga dikoordinir oleh Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah . Hal tersebut semakin diperkuat dengan

adanya Kepala Dinas pada Tanggal 2 Desember 2024 berfoto bersama Masinton

Pasaribu di Upload di grup APDESI (Asosiasi pemerintah Desa Seluruh Indonesia)

Kabupaten Tapanuli Tengah dan Zulkifli Simatupang Kabid. Trantib Pemkab TAPTENG

ikut sebagai pengarah dalam kampanye terbuka Pasalon 02 (MAMA), namun agar tidak

dikenali sang ASN tersebut mempergunakan rambut palsu (wik), (Bukti P-15 dan Bukti

P-15.A)

6. Bahwa ajakan Pj. Bupati Tapteng terbukti di wujudkan oleh SEKDA Tapteng pada

Tanggal 30 November 2024 menunjukkan keberpihakan Sekretaris Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah menggiring Opini di Masyarakat melalui siaran pers yang dibuatnya

sendiri dengan menyatakan Masinton-Mahmud Unggul 23.434 suara dari Pemohon.

Padahal diketahui tahapan Rekapitulasi masih berlangsung di tingkat Kecamatan dan

pada akhirnya hasil yang dipublikasi oleh SEKDA Tapteng berbeda jauh dari

pengumuman penetapan TERMOHON,- (Bukti P-16)

7. Bahwa dengan aktifnya Pj. Bupati dan SEKDA dalam mensukseskan Pilkada Tapteng

perlu di apresiasi secara positif, tetapi oleh karena Tindakan dan taktik dilapangan

bermakna berbeda dipandang oleh para bawahan, tentu secara terstruktur tanpa

dikomandoi secara baris berbaris seluruh Tindakan dan sikap Pj. Bupati dan SEKDA

sangat cepat sampai pada jajaran PNS atau ASN se-Kabaputan Tapteng, baik Camat

Kabag hingga Kepala desa. Lebih disayangkan karena mencederai asas umum

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan melanggar aturan tentang

independensi dan profesionalitas penyelenggara pun ikut-ikutan melanggar

sumpah/janji sebagai penyelenggara, misalnya Ketua BAWASLU TAPTENG dibeberapa

kesempatan selama kampanye selalu Bersama dengan Petinggi Partai Politik yang

faktanya adalah Pendukung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu

dan Mahmud effensi Lubis (MAMA),- (Bukti P-17 dan Bukti P-17.A)





2. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan

Tapian Nauli terdapat pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam

absensi ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan

dipergunakan untuk memilih sebagaimana termuat dalam daftar Absensi Nomor 55 atas

nama Anjelia Maharani Hutagalung dan Absensi nomor 15 atas nama Adi Luthfi Marbun.

3. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan

Sarudik Jumlah suara sah dan tidak sah lebih banyak dari daftar hadir yang ada. Jumlah

suara sah dan tidak sah berjumlah 288 (surat suara terpakai) namun yang menyalurkan

hak pilih dalam daftar hadir hanya 238 orang saja hal tersebut terbukti dari daftar hadir

yang tidak bertanda tangan. (Bukti P-19, P-19.A)

4. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan

Sarudik ditemukan pada daftar hadir pemilih Nomor 386 atas nama Rizki Juwinda telah

ditandatangani padahal diketahui Pemilih tersebut telah pindah ke Pulau Tela Kabupaten

Nias Selatan dan tidak pulang untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Tengah. (Bukti P-19.B, P-19.C)

5. Bahwa Termohon kurang maksimal untuk menghimbau dan mengajak masyarakat untuk

memilih di TPS pada tanggal 27 November 2024, terbukti rendahnya partisipasi

masyarakat di banyak TPS. Akan tetapi kesempatan itu pula yang dimanfaatkan oleh

pihak tertentu untuk memenangkan paslon 02 (Masinton Mahmud) dengan

mempergunakan undangan memilih orang lain, karena alasan ada yang pindah, ada yang

telah meninggal dunia dan ada pula undangan C-6 untuk pemilih tidak disampaikan

sehingga menumpuk ditempat-tempat tertentu. Bahwa oleh karena Termohon

menyadari potensi partisipasi pemilih sangat rendah ditambah dengan pengaruh cuaca

musim penghujan walau tidak merata diseluruh Kabupaten Tapanuli Tengah, karena

beberapa TPS tingkat partisipasi pemilih lebih dari 70% sedangkan yang paling rendah

30%. Bahwa Termohon tidak berhasil untuk memberikan pengetahuan kepada setiap

person ii yang bertugas di TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah (Ketua KPPS maupun

anggota KPPS) untuk secara cermat dan serius dalam memberikan kesempatan kepada

setiap pemilih, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah Pemilih dan surat suara yang

digunakan di ratusan TPS se Kabupaten Tapanuli Tengah (TAPTENG), sehingga hasil

rekapitulasi akhir di tingkat KPU Tapteng jelas-jelas tidak mengindahkan asas Pemilu yang

BERSIH, sebab terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Bahwa

peristiwa itu terdapat beberapa di Kecamatan antara lain:

6. Kecamatan BADIRI, Kelurahan/desa Aek Horsik TPS (1,2,3,4 dan 5) (Bukti P-20, P-20.A, P-

20.B, P-20.C, P-20.D), Termohon dalam hal ini panitia pemungutan suara (PPS) telah

melakukan kecurangan menggelembungkan suara mulai dengan mengisi kolom

tandatangan yang sama pada lembaran absensi (berupa tandatangan semacam garis

} L 



penghubung) yang seakan-akan ada pemilih yang datang untuk memberikan hak 

pilihnya, namun biarpun demikian isian absensi peserta yang memberikan hak pilih (DPT, 

DPTB, DPTK) tetap tidak singkron jumlahnya karena jumlah yang tertera dalam absensi 

lebih sedikit dari surat suara terpakai dan jelas mempengaruhi perolehan suara pasangan 

calon tertentu dan merugikan bagi Pemohon. Bahwa di desa Lopian TPS (1,2,3,4)(Bukti 

P-20.E, P-20.F, P-20.G, P-20.H), desa Pagaran Honas TPS (1,2), (Bukti P-20.I, P-20,J) Desa

Jago-jago TPS (1,2), (Bukti P-20.K, P-20.L), desa Hutabalang TPS 11 ( sebelas) (Bukti P-

20.M) terdapat peristiwa kecurangan yang sama, sehingga terjadi secara massif,-

Bahwa dalam prosesnya, Masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap jalannya 

pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS, ditemukan oleh Darmansyah Pasaribu 

kejanggalan berupa tanda tangan yang dicurigai memiliki kesamaan/kemiripan di TPS 

003, 004 Desa JAGO-JAGO, Kecamatan Badiri. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya 

dugaan pengkondisian pemilih secara massif untuk memenangkan calon tertentu dan 

merugikan Pemohon. 

7. Kecamatan LUM UT, desa Aek Sambir TPS 3 (tiga) (Bukti P-21) desa Lumut TPS 7 (tujuh)

(Bukti P-21.A)terjadi kecurangan dengan membuat suara sah menjadi suara tidak sah,

dengan cara mengangkat kertas suara dengan cara tergesa-gesa (buru-buru) sehingga

saksi di TPS dan masyarakat yang hadir tidak dapat dengan jelas menyaksikan, sehingga

metode atau cara perhitungan suara yang relatif cepat (kilat) merugikan suara yang telah

disalurkan oleh pemilih,-

8. Kecamatan TUKKA, Kelurahan/desa: Hutanabolon TPS (1 dan 5), terdapat perbedaan

jumlah pemilih yang terdata di absensi dengan penggunaan surat suara yang sangat

meragukan kepada siapa suara tersebut diberikan oleh pemilih, tetapi perbuatan

tersebut terjadi dengan kesengajaan dan terencana, karena semua peserta yang hadir di

TPS terlebih dahulu mendaftar dengan menunjukkan undangan sebagai peserta pemilih

yang kemudian oleh petugas diberi tanda contreng pada kolom jenis kelamin, tetapi

untuk di TPS a quo tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena absensi tidak diberikan

secara terang-terangan kepada saksi di TPS untuk masing-masing saksi agar dapat

menghitung Kembali, tetapi absensi tersebut diperoleh karena kepedulian masyarakat,­

(Bukti P-22, P-22.A, P-22.B)

9. Kecamatan SARUDIK, Kelurahan/desa: berdasarkan C Hasil Kelurahan Pasir Bidang TPS 3

(tiga) (Bukti P-23), Pemilih yang hadir berdasarkan absensi berjumlah 245 pemilih (P-

23.A), namun surat suara terpakai berjumlah 288 surat suara (dengan uraian suara sah

280 dan suara tidak sah 8 surat suara), sehingga secara jelas ada penambahan 35 suara, 

hal ini tidak akan terjadi apabila Termohon bersikap netral dan professional dalam 

menyalenggarakan pencoblosan surat suara tanggal 27 November 2024 yang lalu,-



10. Kecamatan SOSORGADONG, Kelurahan/desa: Barambang TPS (1,2,3) (Bukti P-24, P-24.A,

P-24.B), desa Sibintang TPS (1,2) (Bukti P-24.C, P-24.D, P-24.E)) dan Desa Baringin TPS 01

(Bukti P-24.F), Desa Muara Balak TPS (1 dan 4) (Bukti P-24.G, P-24.H), Desa Huta Tombak 

TPS 01 (Bukti P-24.I), Desa Siantar CA TPS (1,2,3,4) (Bukti P-24.J, P-24.K, P-24.L, P-24.M), 

Desa Sosorgadong TPS (1,2,4,6), masing-masing kecurangan terjadi dengan menambah 

suara sehingga jumlahnya lebih banyak dari pada absensi pemilih yang hadir, peristiwa a 

quo sangat sistematis karena modus operandinya hampir sama dan jelas dilakukan 

dengan mencoblos surat suara yang tidak terpakai, oleh karena terjadi pada hampir 

semua TPS di Kecamatan Sosorgadong sehingga perlu dinyatakan batal atau tidak sah,-

11. Kecamatan ANDAM DEWI, Kelurahan/desa: Lobutua TPS (1,2,3) (Bukti P-25, P-25.A, P-

25.B), Desa Sijungkang TPS (1,3,4) (Bukti P-25.C P-25.D, P-25.E), Desa Sawah Lama TPS

01 (Bukti P-25.F), Desa Sagar TPS 01 (Bukti P-25.G), Desa Bondarsihudon I TPS (1, 2, 3) 

(Bukti P-25.H, P-25.I, P-25.J), Desa Uratan TPS (1,2) (Bukti P-25.K, P-25.L), Desa 

Pangaribuan TPS 01 (Bukti P-25.M), Desa Sirami-ramian TPS 01 (Bukti P-25.N), Desa 

Bandar Sihudon II TPS (1, 2, 3) (Bukti P-25.O, P-25.P, P-25.Q), Desa Sigolang TPS 01 (Bukti 

P-25.R), Desa Sosor Gonting TPS 01 (Bukti P-25.S), tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi

dan terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara 

terpakai dan terdapat pula absensi dengan tandatangan yang mirip dan diduga dilakukan 

oleh oknum yang sama, sehingga jelas merupakan kecurangan dan merugikan 

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Tahun 2024,-

12. Kecamatan KOLANG, Kelurahan/desa: Hudopa Nauli TPS 01,(Bukti P-26) Desa Kolang

Nauli TPS (1, 2, 3), (Bukti P-26.A, P-26.B, P-26.C) desa Satahu Nauli TPS 01 (Bukti 26.D),

Desa Raloa Makmur TPS 01,(Bukti 26.E) Desa Unte Mungkur II TPS 01 (Bukti P-26.F), Unte

Mungkur Ill TPS (1, 2, 3) (Bukti P-26.G, P-26.H, P-26.I), Unte Mungkur IVTPS (1,2,3) (Bukti

P-26 J, P-26.K, P-26.L), Desa Simarpinggan TPS 0l(Bukti P-26.M), Desa Makarti Nau Ii TPS

0l(Bukti P-26.N), Desa Hurlang Muara Nauli TPS 01 (Bukti P-25.O), Desa P.O Hurlang TPS

(1, 2, 3) (Bukti P-26.P, P-26.Q. P-26.R), kecurangan yang terjadi secara massif karena

surat suara yang terpakai melebihi pemilih yang hadir hal ini karena aktifnya para Kepala

Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Tertentu yang telah dipublis terlebih dahulu

ada photo Calon Bupati dengan Kadis PMD Tapteng yang di sosialisasikan di group WA

(DPC-APDESI) Kabupaten Tapanuli Tengah,-(Bukti P-26.S)

13. Kecamatan PAN DAN, Desa Sitio-tio TPS (1,2) (Bukti P-27, P-27.A) telah terjadi kecurangan

sangat terstruktur karena telah menetapkan hasil suara dengan peserta yang

menggunakan hak pilih lebih sedikit dari jumlah surat suara terpakai sesuai DPT, di luar

DPTB dan DPTK, absensinya banyak yang mi rip (identik) perbedaan jumlah antara peserta

yang hadir di TPS dengan penggunaan jumlah surat suara merupakan bentuk perbuatan

cu rang yang tidak dapat ditolelir secara yuridis, sudah sepatutnya dibatalkan,-

n 



Bahwa dalam prosesnya, Masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap jalannya 

pelaksanaan pemungutan suara di TPS 002, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan 

Pandan, ditemukan oleh Indra Sari Panggabean kejanggalan berupa tanda tangan 

berjumlah 275 namun dibuat menjadi 279, Kemudian di TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko 

Baru, Kecamatan Pandan, ditemukan oleh Indra Sari Panggabean kejanggalan berupa 

tanda tangan berjumlah 256 namun dibuat menjadi 281. Hal ini tentu semakin 

memperkuat adanya dugaan pengkondisian pemilih secara massif untuk memenangkan 

calon tertentu dan merugikan Pemohon. 

Bahwa di TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan, Jumlah Pemilih yang 

hadir berdasarkan Tanda Tangan Absen hanya 265 (P-27.B, P-27.C) pemilih namun di 

dalah C Hasil tertulih jumlah yang hadir 287 

14. Kecamatan Pl NANG SORI, desa Pinang Baru TPS 02, upaya cu rang telah dilakukan dengan

menandatangani absensi orang-orang yang dipercaya tidak hadir, karena undangan

memilih tidak sampai kepada masing-masing pemilih, sehingga jumlah absensi lebih

banyak dari pada jumlah surat suara terpakai, hal ini tidak berjalan mulus karena setelah

pukul 11.30 Wib pemilih satu persatu Kembali berdatangan yang diduga dimobilisasi oleh

oknum-oknum perangkat desa yang mengenal betul masyarakat yang terdaftar dalam

DPT di TPS 02,- (Bukti P-28, Bukti P-28.A)

15. Kecamatan SORKAM BARAT, desa Aek Raso TPS (1,2)(Bukti P-29, P-29.A), Desa Sipea-pea

TPS (1,2,3) (Bukti P-29.B, P-29.C, P-29.D), Desa Pahieme I TPS (1,2,3,4) (Bukti P-29.E, P-

29.F,P-29.G, P-29.H} dan Desa Pahieme II TPS (1, 2, 3) (Bukti P-29.1, P-29.J, P-29.K), Desa

Sidikalang TPS (1,2) (Bukti P-29.L, P-29.M), Desa MADUMA TPS 01 (Bukti P-29.N), Desa

Pasaribu lobing Jae TPS 1 dan 2 (Bukti P-29.O, P-29.P}, Desa Sorkam Kanan TPS 01 Bukti

P-29.Q, P-29.R) terdapat banyak keganjilan tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta

yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan 

DPT, selain untuk DPTB dan DPTK penggunaan surat suara tidak terpakai merupakan 

bentuk kecurangan yang sangat terstruktur apalagi terjadi secara massif hampir diseluruh 

TPS se Kecamatan Sorkam Barat, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan,-

16. Kecamatan PASARIBU TOBING, Desa Suga-suga Hutagodang TPS (1,2) (Bukti P-30, P-

30.A,) Desa Pasaribu lobing TPS (1,2) (Bukti P-30.B, P-30.C}, Desa Makmur TPS (1,2)

(Bukti P-30.D, P-30.E}, Desa Suka Maju TPS (1,2) (Bukti P-30.F, P-30.G), dijumpai 

kecurangan yang begitu sistematis dengan cara mempergunakan surat suara tidak 

terpakai sehingga jumlah pemilih DPT yang mengisi absensi hadir dan membubuhkan 

tandatangan, ditambah dengan pemilih DPTB dan DPTK tidak sesuai, karena terdapat 

penambahan suara sangat berpariasi sampai dengan 100 suara pada TPS tertentu. 

Apabila terdapat suara yang tidak berhak dalam setiap TPS tentu jalan yang paling adil 

dengan cara melakukan pemungutan suara ulang Kembali pada masing-masing TPS 



dengan menghilangkan perolehan suara awal masing-masing PASLON pada TPS 

tersebut,-

17. Kecamatan SORKAM, Desa Muara Nauli TPS 01 (Bukti P-31, P-31.A), Desa Sihapas TPS 01

(Bukti P-31.B), Pargarutan TPS (1,2) (Bukti P-31.C, P-31.D), Desa Tarutung Bolak TPS 01

(Bukti P-31.E), Desa PELITA TPS (1,2) (Bukti P-31.F, P-31.G, P-31.H, P-31.1), Penggunaan

Surat Suara melebihi dari absensi peserta yang hadir sesuai DPT, DPTB dan DPTK,

Penggelembungan suara dengan sistem seperti ini sangat massif dan terstruktur. Desa

Nauli TPS 01 absensi peserta pemilih yang hadir hanya berupa goresan berupa tanpa

penghubung terdapat pada beberapa nama pemilih, karena beberapa pemilih

diantaranya tidak datang untuk memilih karena beberapa alasan, tetapi suaranya muncul

di TPS sesuai absensi yang ada, diduga dipergunakan oleh orang lain,- (Buka P-31)

18. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh

TERMOHON khususnya pada sejumlah (Seratusan) TPS di 12 Kecamatan, karena terjadi

praktek penggelembungan suara yang begitu massif dengan cara sistematis didukung

oleh struktur yang kuat dengan keterlibatan Pj. Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Camat,

Ke pa la Desa dan Perangkat Desa serta Termohon dan jajarannya. Aki bat kecurangan yang

terjadi untuk memenangkan pasangan calon 02 dengan cara-cara yang kurang terpuji,

sehingga pantas dilakukan pembatalan diseluruh TPS yang terdapat penggelembungan

suara yang jumlahnya lebih dari 13.000 suara,-

19. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan suara rekapitulasi akhir tanggal

5 Desember 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan perolehan akhir suara,

masing-masing pasangan calon:

No Suara Pasangan Calon Jumlah 

1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul 74.208 

2 Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi 87.095 

20. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

No Perolehan Suara Pasangan Menurut Menurut Selisih 

Calon Termohon Pemohon Suara 

1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan 74.208 74.208 -

Darwin Sitompul 

2 Masinton Pasaribu dan 87.095 74.095 13.000 

Mahmud Efendi 

) 



21. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah dilakukan pembatalan
suara pasangan calon 2 sebesar 13.000 suara menjadi 74.095 suara dan sebagai

perolehan suara terbanyak kedua, sehingga Pemohon unggul sebesar 113 suara,
berdasarkan perhitungan Pemohon, suara akhir adalah:

No Suara Pasangan Calon Jumlah Selisih 

1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan 74.208 113 suara 

Darwin Sitompul 
2 Masinton Pasaribu dan Mahmud 74.095 -

Efendi 

PETITUM 

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, 
dengan ini Pemohon menyampaikan Permohonan (Petitum) sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor

1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.

3. Menyatakan diskualifikasi dan/atau menyatakan Tidak memenuhi syarat pencalonan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Masinton Pasaribu - Mahmud
Efendi dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2024.

4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Sepanjang Mengenai
pasangan calon nomor urut 2 (Masinton Pasaribu - Mahmud Efendi)

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Khairul
Kiyedi Pasaribu - Darwin Sitomp�I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

6. Atau setidak - tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli
Tengah Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli



Tengah yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M - Darwin 

Sitompul tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 

Masinton Pasaribu - Mahmud Efendi,-

Atau 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor

1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REK HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah

Tahun 2024 yang benar menurut pemohon adalah

No Suara Pasangan Calon Jumlah 

1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan 74.208 

Darwin Sitompul 

2 Masinton Pasaribu dan Mahmud 74.095 

Efendi 

4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon

sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah

Tahun 2024 dengan rincian:

No Suara Pasangan Calon Jumlah 

1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan 74.208 

Darwin Sitompul 

2 Masinton Pasaribu dan Mahmud 74.095 

Efendi 

Atau 

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil­

adilnya. (ex aequo et bono) 




